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Menimbang

Mengingat

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SINJAI
NOMOR 59¢ TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN SINJAI TAHUN 2019

BUPATI SINJAI,

a. bahwa berkenaan dengan perkembangan keadaan yang

tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah
yang berdampak terhadap Pagu yang mengakibatkan
terjadinya penambahan atau pengurangan target kinerja
dan pagu kegiatan dan untuk melaksanakan ketentuan
Pasal 367 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Ewvaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah, perlu menetapkan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

. bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati tentang Penetapan Perubahan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang

Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
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4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2011 Nomor
53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5234);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

11.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4664);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang
Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4815);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pedoman
Evaluasi  Penyelenggaraan  Pemerintahan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4816);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4817);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

19.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 3);

20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Daerah Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Mentri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang pembentukan Produk Hukum
Daerah 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 157);
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21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Daerah dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta tata cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah, rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);

22 .Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Pedoman  Penyusunan Rencana  Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);

23.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan
Tahun 2010 Nomor 2);

24 .Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2005 tentang
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Berbasis
Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2005 Nomor 8);

25.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-
Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai tahun 2010 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);

26.Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sinjai Tahun
2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Nomor 34);

27 .Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
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28.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

29.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2016 Nomor
5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor
93);

30.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 Nomor 2 Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129);

31.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 122);

32.Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2018 Nomor 20);

33.Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2018 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2018 Nomor 44) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun
2019 tentang Peruabahan Atas Peraturan Bupati Nomor
44 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 18);

34.Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019.

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada dictum
KESATU adalah sebagai berikut:

a. Sekretariat Daerah;

b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
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Inspektorat Daerah;

Dinas Pendidikan;

Dinas Kesehatan;

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan
Pertanahan;

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
Dinas Sosial;

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana;

DinasKetahanan Pangan;

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

Dinas Perhubungan;

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian;

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Tenaga
Kerja;

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu;

Dinas Pemuda dan Oahraga;

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;

Dinas Perikanan;

Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan;
Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Energi Sumber
Daya Mineral,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

Badan Penapatan Daerah

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya
Manusia dan Aparatur;

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

Kecamatan Sinjai Utara;

Kecamatan Sinjai Selatan;

Kecamatan Sinjai Barat;

Kecamatan Sinjai Timur;

Kecamatan Sinjai Tengah;

Kecamatan Sinjai Borong;

Kecamatan Bulupoddo;

Kecamatan Tellulimpoe;

Kecamatan Pulau Sembilan;

Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik; dan

Rumah Sakit Umum Daerah.
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KETIGA : Perubahan Rencana Kerja Rencana Kerja sebagaimana
dimaksud pada Diktum KEDUA tercantum dalam dokumen
Perubahan Rencana Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan ini

KEEMPAT : Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten
Sinjai Tahun 2019 akan menjadi pedoman bagi penyusunan
Penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun
2019, Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara
Tahun 2019, serta Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah Tahun 2019

KELIMA - Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

2

Ditetapkan di Sinjai

s

Tembusan Disampaikan Kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;

2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;

3. Kepala Bappeda Kabupaten Sinjai;

4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai.
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KATA PENGANTAR

Setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara
sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan
sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) serta parallel dengan
Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yang mewajibkan setiap Perangkat
membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daearh yang disusun dengan
berpedoman kepada Renstra Perangkat daerah dan mengacu kepada RKPD.

Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) sebagai dokumen perencanaan satuan
kerja perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, program/kegiatan dalam satu
tahun dan sebagai acuan penyusunan Rencana kegiatan dan anggaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
membantu dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2019 ini. Semoga
program dan kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik dan
bermanfaat bagi masyarakat.

Sinjai, 7 Agustus 2019

i
pala Dinas,
- y \ oo
VG5 .
"“«& s, ah n, S.IP., M.Si
Sluhieing) . Pembina Tk. |
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BAB |
PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Dalam rangka menjamin akurasi kegiatan Perangkat Daerah yang
berjalan secara efektif dan efisien dan memiliki sasaran yang jelas dan dapat
menjamin tercapainya tujuan yang ditetapkan, maka diperlukan perencanaan
pembangunan yang baik.

Perencanaan Pembangunan daerah harus memiliki strategi sehingga
perencanaan yang dihasilkan bagi pelaksanaan pembangunan di Kabupaten
Sinjai dapat memberikan kepastian, kebijakan dalam melaksanakan
pembangunan daerah yang berrkesinambungan.

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Tahun Anggaran 2019 telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sinjai
Nomor 580 Tahun 2018 memuat Implementasi Program dan Kegiatan yang
akan dicapai selama periode 1 (satu) tahun.

Memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun Anggaran
2019, maka perlu dilakukan perubahan karena berdasarkan hasil evaluasi
dalam tahun berjalan sampai dengan Triwulan Il menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yaitu Pergeseran pagu
kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagai
unsur pelaksana pemerintah Kabupaten Sinjai di bidang Penanaman Modal
dan Pelayanan Perizinan, dengan sendirinya Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengemban tugas dan tanggung jawab, agar
proses pembangunan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
dapat berjalan dengan baik, tersusun secara sistematis, sinergis, dan
komprehensif sehingga daat mengarah pada visi dan misi kabupaten Sinjai
seperti yang diharapkan oleh semua pihak.

Untuk mencapai strategi tersebut, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dituntut mampu menerjemahkannya ke dalam
berbagai bentuk kebijakan program dan kegiatan pembangunan daerah.
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.2. LANDASAN HUKUM
Dasar Hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822;

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679),

d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

e. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4890);

f. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

g. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah nasional Tahun 2015-2019;
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. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Daerah Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan  Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);

. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 4 Tahun
2014, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 65);

. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun
2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93);

. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi,
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2016 Nomor 71);
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1.3.

0. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai
Tahun 2018 Nomor 20);

Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 (Berita Daerah
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 26);

Keputusan Bupati Sinjai Nomor 580 Tahun 2018 tentang Penetapan
Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya Perubahan Rencana Kerja 2019 adalah sebagai

pedoman arah kerja bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu. Kebijakan program dan kegiatan disesuaikan antara program

daerah, propinsi dan nasional sehingga pelaksanaan program pembangunan

akan semakin efektif dan efisien.

1.

Adapun tujuan disusunnya perubahan rencana kerja adalah :
Sebagai panduan penyusunan rencana program dan kegiatan tahunan
sehingga program dan kegiatan tersebut dapat dilaksanan dengan
sasaran dan farget yang jelas dan mengacu kepada Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sinjai dan Rencana
Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun kedua.
Agar program dan kegiatan tipa tahun dapat dilaksanakan secara
konsisten dan berkesinambungan.
Lebih meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas unit kerja melalui
perencanaan yang bertanggungjawab.
Meningkatkan efektivitas dan produktivitas unit kerja melalui pemanfaatan
kemampuan sumberdaya aparatur secara maksimal dan terukurnya

tingkat capaian kinerja.
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SISTEMATIKA PEDOMAN PENYUSUNAN PERUBAHAN RENCANA
KERJA

Sistematika Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, disusun sebagai berikut :

BAB| PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tujuan dan dasar
pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang
perubahan kerangka ekonomi daerah.

BAB Il EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI DENGAN
TRIWULAN I

Bab ini memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah tahun n-1 sampai dengan Triwulan Il Tahun
berjalan.

BAB Il RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya,
pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan
baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target
kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami
perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP,

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu
mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun
seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan,
kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.
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BAB I
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI
TRIWULAN 1I

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan Triwulan Il Tahun 2019

Tahun 2019 merupakan tahun pertama Renstra Tahun 2018-20123.
Evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Rencana Kerja Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sampai dengan
Triwulan Il Tahun 2019, berdasarkan realisasi target kinerja keluaran dari
kegiatan yang dilaksanakan serta capaian dari target program dan kegiatan
Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu. Adapun Tabel Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian
Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat
dilihat pada tabel di bawah ini:
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LOTBAHAN RENISA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANYN TERDAO SiT1) DINTEY
o sse | 12019)

2. Sub Bagian Keuangan; dan
3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
c. Bidang Perencanaan Pengembangan lklim Penanaman Modal:
1. Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
2. Seksi Regulasi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Pemberdayaan Usaha Daerah.
d. Bidang Promosi Penanaman Modal:
1. Seksi Pengembangan Promosi Penanaman Modal;
2. Seksi Pelaksanaan Promosi Penanaman Modal; dan
3. Seksi Sarana dan Prasarana Promosi Penanaman Modal.
e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan:
1. Seksi Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
2. Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; dan
3. Seksi Informasi dan Pengaduan Perizinan.
f.Bidang Data, Sistem Informasi Teknologi dan Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan:
1. Seksi Data dan Pelaporan;
2. Seksi Sistem Informasi Teknologi Layanan Perizinan; dan
3. Seksi Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan
Perizinan.

g. Jabatan Fungsional

Adapun Analisis Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

13

|




Vi
uesjiquayp Buek
ueuizuad uop
uep ueuizuag
%06 %06 %06 %06 %06 %06 osejuasiad | ¢
(%) 1se3s2AU)
Isesijeay
IejiN UBUNJINUa4
%2 %2 %Z %2 %2 %2 juejieusy | ¢
eliay
eBeus) desag
il 21 4" Z: Til Z:l elegoisey | ¢
(eanp
‘dy) |euoisen
e[e)ysieg
000} 000} 0001 000°L 0001 0001 IsejsaAu]
| dy dy dy dy dy 1e|IN yejwnp |z
(Nawd)
Jeuoiseu
B|R)siaq
S S ! L 3 ! L JojsaAul yejwne | |
0zoz 6L0Z £202 2202 1202 0202 6102
sisijeuy
Jo3e)ipu) oN
uejelen 1syakouyq _"”_nn__nuﬂw_ yetseq jexbuessd essuay jebie)
IVPNIS NILYdNavy
NLNId NLVS NAQvdy3l NVNVAVT13d NVd TVAOW NYINVYNVYN3d SYNIQ
dXYS NYNVAYI3d Vra3aNIM NYIVdYON3d
€£¢ leqe]
IFENTS NHFEQ8000
[6102] ‘

LN QLS QGIFAUAL NN YA TG NG THRGOW. NBFWFNINTE SENIG BENYH NI (FgO Y44




gl

BuelO 05

Buelo 05

Buelo 0g

Bueio 05

Bueio 05

Bueio 05

Bueip 05

eyesn
ueeAeplaquiadg
siuye |
uebuiquug
BUssad yejunp

Ll

uawnyoqg |

unsnsip Buek
1eluig usiedngeyy
IsejsaAu| Buenjed
uep Isuajod

Elad yejunp

ol

i1seinbey z

iIse|inbay z

isejnfay z

1seinbay z

iIseinbay z

1seinbay z

ueyjiseylp

BueA |epopy
uBLUBUBUSY
i1seinBay yejwne

ueing ¢l

ueing 9

ueing ¢|

uejng ¢|

ueing i

ueing ¢|

ueing 21

uelodejad
uep ‘Isenjeas
‘Buuoyuopy
lisey uelode]

uelodeT L

uelsodeT |

ueiode |

ueisodeT |

uelode |

uelode |

[EpOL
ueweueusd
Blep Isepliep

112°886°908°22v°L

088°61¥°806°¥6E°}

T6EVLE LSS LOEL

€90°065°L6L°6EE"

IFPNIS N

[6107] _ wippieps

WU L NN AW T NG THGOW NIFWENIENTD SHENIG FENTH NIF

AR

18L°¢18'8E6°TLE’L

(dy) 1seysanu)
1ejIN yejwnp




91

uejng g1

uejng 9

uejng ¢|

ueing ¢l

ueing 2|

uejng g1

ueing Zi

ueuizliag
ueuefejad
UEp [epolp
UBLWBUBUSH
ejeq Bunepdn

8l

193ed |

1oded |

oded |

1a)ed |

iajed |

19%ed |

uenBBun
)ynpoid uep
ISU8j0d ISOWold
BUBJESEIH

uep eueleg

Ll

BM |

ey |

e |

e 1

e L

ey |

IeX |

UBBIHLWSY
I1sejl|ise) eyesn
nwae} uejebay
ueelebbus|ehAuad

9l

UsAl

JusA3 Z

JuUsAl ¢

JueAl ¥

uaAg ¢

uaAl ¢

uaAl ¢

ISE}SOAU|
uessilied
ueelebBbusjaAusd

Sl

Jojysaauy|
uojed o0l

Jo)sanu|
uojes §

Jojsanu|
uojed ol

JojsaAu|
uojed 0t

JojsaAu|
uojed oL

103saAu|
uojed 0L

Jojsanu)
uojed 0f

1SE}S@AU|
JeUIN Yejwnp

vi

1o¥ed |

[EPOIN
UBLLBUBUS Y
|seisanu| Iseydy

€l

uelode |

ueliode] |

uelode |

AL NPNP A TG NG PG NN

NG BRENTH N

YA

[BPO
UBLLBUBUSH
Buepiq

Ip uie] ebequen
uebuap 1seISOSY
UBBUIqWSaY
ueJoden yejwnp

cl




Ll

ex |

ey |

ey 1

eA |

ex |

18X |

e |

ISESI[BISOS
ueelebbusjeAusd

144

uelode| |

uelode) |

uelode| |

uelode) |

uelode| |

uesode) |

ueuizad
ueelebbusjzAuad
depeyss)
1eyeieAsew
uesenday Aenins
|Isey ueiode|

|14

%001

%09

%00}

%00}

%001

%00}

%001}

nnfuepepuyip
BueA 1ejeledsew
uenpe
osejuasied

[44

Bueso 0051

Buelo 00.LE

Bueio 0051

Bueio 0051

Bueio 0051

Bueio 0051

Bueio 0051

wele|p Buek uiz|
uoyowad yejunp

14

%001

%08

%001}

%001

%001

%001

%001

nnluepiepunip
Bueh
uBUIZLIdd UON
uep ueuizuad
uenfleBuad 9,

0z

uelodeT |

uesodeT |

uesode |

uelode |

uesode |

NHEN“Id SPNIG RENTTY NRGOY 4G,

tefuig usjednqgey
P SO
ueeuesyejad
Buuoyuop

|Isey uesode]

6l




ueing zi

ueng 9

ueing gi

ueing z|

ueing ¢i

ueing z\

UEINQ 2}

[2gey AL “uisi|
‘aie eAep Jaguins
‘ISE)IUNWOY
esel ueeipafuad

NEA

33

%001

%08

%001

%001

%00}

%001

%001

ueJojueydad
ueuelejad
ueynuawag
uednyen

0€

uswmjoq |

uswnyoq |

uswnyoq |

uswnyoq |

uswnyjoq |

uswnyoq |

uexien|ayip
BueA siuya}
ISEpUSLLOYe.
uelode| yejwunp

62

yoduwo|ey +Z

yodwojey zz

syodwolay g

sodwoley ||

yodwoiay /L

yodwoley ¥Z

yodwo|ay gz

eulqip

BueA esap Ip uiz|
BjuID 1eyeielsep
yoduwojay
yejwnp

214

19%ed |

auIluQ
ueuizuad iseydy

L2

1e3ed |

19¥Eed |

19¥Eed |

1ed |

1eded |

19%ed |

eleyijedip Buek
iseylidy yejwnp

9

Bueio 95

Buelo gg

Buelp gg

Buelo 95

Bueio g5

Buelp gg

[6102]]!

L NUENYAFTIG NPG TRGOW NWWENTENTG SENIG FENTY NIFHFGOEd

Bueio 95

ueuizuad
uee|ojabuad
awsi|euolsajoud
uep ue|idwelsiay
uejeybujued
nnyiBusw Buek
yesede yejwnpe

14




61

ueing g\

uejng 9

ueing gi

uejng zi

ueing gi

ueingq gi

ueing zi

ueseIpesip
BueA uebuepun
-Buepuruad
ueineled

uEp ueeoseq
ueyeq yejwnp

Gg

ueing gi

ueing 9

ueinqg g|

ueing g\

ueing i

ueing g

ueing gi

ueyeipasip buek
Jojuey ueunBueq
ueBuesausdpjisi
Isejejsul
uauodwioy

siual uep yejunp

e

ueing z|

uejng 9

uejng g|

ueing zi

uelng z|

ueing zi

ue|ng ¢i

Jojuey
ueyisiaqgay

esel ueeipakuad
NPEAA

€e

wun L

Hun g

pun 41

Hungj

wngi

wun Ly

[6102] 7

IFEN ¥

1S OGIARHAL N

AT NFG TRGOW. NPWIENTENY

FNIG FENTYH X

1H4c

i
_‘

Hung

ueuizuad uep
ueeleyljswad
ese(

ueyeipasip buek
|euociselado/seulp
UeeJepuSy

sjual uep yejwnpe

A




03

jun g

Hun v2

wné

un g

wne

jun ¢

Hun ¢

uejepeip
Buek Jojuey|
Jnaj@gaw yejwunp

1914

Hun s¢

nun 6

Hn ¢

wne

win ¢

Wun 62

Jun

uejepelp
BueA Jojuey|
ueje|esad yejunp

[44

Hun ¢

wn i

Hun €

wne

wune

Wun ¢

wun |

ueyepeip
Buek Jojuey|
uedeybuapad
yejwnp

24

wn L

wn

wne

wn L

nin |

win b

Hun |

ueyepelp buek
SBUIp UBBIEPUDY
yejwnp

oy

uswnjoq g

uswmjoq g

uswnyod g

uswinyod g

uswmjoq g

uswnyoqg ¢

ueiemebaday
uswnyjoq yejnp

6¢€

ueing zi

ueing 9

ueng gj

ueing gi

uejng i

uelng z}

ueing z4

yeseep
Jenjey uep
LWE|EP ISE)INSUOY
uep ISeuIpIooy
jedes-jedel
ueesebbusjiehAuad

npEM

8¢

uging gi

ueinq 9

uejngq g1

ueinq z|

ueing z4

ueinq gj

ueng i

adMs uebuenay
uee|ojebuad

NPHEM

FA>

ueinqg g|

uejnqg 9

uejnq g1

ueing gj

ueing gi

ueing z|

IFENIS NG

[610Z]| s o o

L NN AU TAG NG THRGOW. NPWHENENTG SENIG IFENTY N8}

B

ueing gl

UBJELEUSY3S8Y
ISBJSIUILUpE
ueelpafuad

NPEM




L3

fBuesed g¢g

Buesed 9g

uejepeip

BueA nyusua)
ey snsnyy
ueieyed yejwnpe

0s

Buesed og

Buesed z¢

Buesed og

ueyepelp Buek
eAuuedeyBuapad
BUasaq SeuUIp
ueleyed yejwnp

6%

un 98

Hun $2

Hun ook

Hun g6

wn 16

yun o8

Hun g§

eieyijedip
Buek elay
uejejesad yejwnp

1514

un gi

Hun ¢

Hun 62

wun €2

N e

wun 8l

wun gl

eseyijedip
Buek Jojuey
uedeyBusped
yejwnp

Ly

wnei

win gt

wn ¢l

wn el

wn gk

un 6

unnl eieses
eieyiadia) Bueh
SEUIp UBBIEPUS)
yejwnp

514

pun |

pun |

jun |

Hun |

yun |

nun |

Hun |

ufjnu BJedas
eseyljadia) Buek
Jojuey Bunpab
yun yejwnpe

14

19¥ed |

IFENTS NHFEQGHFEA

—@ﬂ ON”_ _ OINd QLS Qdirgd L NIFN

A NG IFGOW NYPWIFNTENTG

14 NFHPEOU A

19%ed |

yuis ekeq
ueyequeuad
uauodwoy
yejwnp

L4




33

uawnmyoq .

uswnjoq z

uswmjoq /

uswinyoq /

uswnyjoq /

usunyoc] /

uswnyoq /

unsnsip Buek
ueeuesualad
uswinyop Yyejunp

Gg

uelodeq z

uelode, |

uelode z

uelode g

ueloden z

uesode g

uesode] z

unsnsip
Buek uebuenay
uesode| yejwnp

uelode| |

uelode| |

uesode| |

ueJode| |

uelode| |

ueJode| |

uelode| |

unsnsip
Buek elauny
uelodeT] yejwnp

€S

%001

%08

%001

%001

%001

%001

%001}

eliauny
uesodejad
ueynuswad
uednyen

[4°]

ueinqg gi

ueing 9

uejng g|

ueing zi

ueng z|

ueinq z|

ﬁoHON_fH

IFCNTS NTLIPFEQEA
Id QLS QGFGHRL NIENT LTI NHG THRGOW. NPWIENPENG SENIG 1F

ERGS

ueinqg g|

sl L
uebBuiquuig
ueesebBusjeduad
e

LS




PLROBAMAN RENIS DINAS PINANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADO SATO PINTC 2 0 19
ICARUPATEN SINIAI

BAB Il
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Rencana Kerja dan Pendanaan dalam Perubahan Rencana Kerja DPMPTSP
Kabupaten Sinjai Tahun 2019 ini memuat Penambahan atau pengurangan target

kinerja dan pagu indikatif.

3.1 Rekapitulasi Perubahan Kegiatan
Dari 39 Kegiatan yang dilaksanakan, ada 13 Kegiatan yang mengalami
perubahan. Adapun rincian perubahan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1.
Rekapitulasi Perubahan Kegiatan pada Renja Perubahan
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sinjai

Tahun 2019
a7 g B S | R | y
1 | Kegiatan yang diusulkan tidak 26 Kegiatan rutin dan teknis
mengalami perubahan
2 | Kegiatan yang diusulkan bekurang pagu 10 Karena adanya efisiensi
anggaran/target kinerja belanja
3 | Kegiatan yang diusulkan bertambah 3 Karena adanya
pagu anggaran/target kinerja penambahan target kinerja
4 | Kegiatan yang diusulkan dihapus/ hilang 0 -
pagu anggaran/target kinerja
5 | Kegiatan baru yang diusulkan 0 -
Jumlah Kegiatan 39

3.2. Perubahan Target Kinerja dan Pagu Indikatif

Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 diarahkan pada pergeseran anggaran antar
kegiatan dan antar jenis belanja, antar obyek belanja dan antar rincian obyek

yang disebabkan capaian target kinerja program dan kegiatan yang harus

dikurangi atau ditambah dalam dalam rangka pencapaian target indikator kinerja




PEROBAIAN RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAVANAN TERPADO SATO PINTO [2 019]

KARUDATEN SIN Al

tahun 2019. Perubahan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
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PERUBAMAN RENIA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADO $ATO PINTO 2019
KATRUPTEN SINJAl

BAB IV
PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Sinjai Tahun 2019 berpedoman pada Dokumen Perubahan
Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019.

Guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil pada pelaksanaan Program
dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, baik dalam kerangka regulasi maupun
mensyaratkan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, antara kegiatan dalam
satu program maupun kegiatan antar program dalam suatu instansi dengan tetap
memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing
Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan
Kabupaten/Kota, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kebijakan program dan kegiatan yang tertuang dalam Perubahan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 ini,
kiranya dapat memberi arah bagi kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih

baik lagi.
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